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<b>ABSTRACT</b><br>

Skripsi ini membahas mengenal advokasi hak pilih masyarakat adat yang dilakukan oleh AMAN (Alians
Masyarakat Adat Nusantara). Menjelang Pemilu 2019, masyarakat adat berpotensi kehilangan hak pilihnya
karena dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 diwajibkan memiliki KTP elektronik sebagai syarat administratif
untuk menjadi pemilih. Namun pada realitasnya terdapat masyarakat adat yang sangat terhambat dalam
melakukan perekaman KTP elektronik di antaranyayang tinggal di wilayah konflik dan konservasi, wilayah
yang memiliki keterbatasan ke layanan pencatatan sipil, dan wilayah dengan pranata adat yang bertentangan
dengan persyaratan perekaman KTP elektronik. Penelitian ini menjawab pertanyaan tentang bagaimana
peran AMAN dalam mengadvokasi hak pilih masyarakat adat yang tidak memiliki KTP elektronik pada
Pemilu 2019 berdasarkan kondisi khusus di ketiga wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan
kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah
teori aktivisme politik melalui rangkaian tindakan yang disebut mixed action strategies dari Pippa Norris.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokasi hak pilih masyarakat adat merupakan proses aktivisme
politik di mana AMAN berperan sebagai agensi. AMAN menjalankan perannya dengan melakukan mixed
action strategies di tingkat pusat dan daerah. AMAN menargetkan advokasinya ke KPU sebagai
penyelenggara pemilu dan Kemendagri sebagai lembaga yang berwenang dalam pembuatan KTP el ektronik.
Namun upaya tersebut belum mencapai hasil signifikan dalam menyelamatkan hak pilih masyarakat adat.
<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

This thesis discusses advocacy for indigenous peoples voting rights carried out by AMAN (Alliance of
Indigenous Peoples of the Archipelago). Towards the 2019 Election, indigenous peoples have the potential
to lose their voting rights because of the obligation to own an electronic identity card (e-KTP) isan
administrative requirement to become a voter as written on Law Number 7 of 2017. Whereas there are
indigenous people who are very hampered in recording e-KTP, including those who live in conflict and
conservation areas, areas that have limited civil registration services, and areas with traditional institutions
that is not in line with the requirements for recording e-KTP. This study answers the question of how
AMAN'srole in advocating for voting rights of indigenous peoples who do not have e-KTP in the 2019
Election based on special conditions in those three areas. This study uses a qualitative approach with the
method of collecting data through in-depth interviews. The theory used is the theory of political activism
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through a series of actions called mixed action strategies from Pippa Norris. The result of the study shows
that advocacy for the right to vote for indigenous peoplesis a process of political activism in which AMAN
acts as an agency. AMAN performsits role by conducting mixed action strategies at the central and regional
levels. AMAN targetsits advocacy to the KPU as the organizer of the election and the Ministry of Home
Affairs as the authorized institution about e-KTP. However, its advocacy have not yet achieved significant
results on rescuing indigenous peoples voting rights.



